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PEMBERDAYAAN FUNGSI DAN WEWENANG KEUJRUEN BLANG
DI KECAMATAN SAWANG ACEH UTARA
(Dalam Pelaksanaan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat)

Yulia, Sulaiman, dan Herinawati
Dosen FH Unimal Lhokseumawe
E-mail: liahumaira_af@yahoo.com.

Abstract

Keujruen blang is one of the traditional institutions included in the Qanun of tradition institution
(No. 10 Year 2008). In other areas outside of Aceh, keujruen blang is the same of the Farmer Water
User Association (P3A). This study is descriptive analytical that describes the laws and regulations
pertaining to the functions and powers keujruen blang Sawang in North Aceh district. The study
result that the functions and authority that runs keujruen blang is still based on experience, not
knowing its function in detail, including that contained in the Qanun. Even function keujruen blang
understood only in the extent and distribution of water to maintain the fields. Coordination and
task keujruen blang also not clear with the other village officials. Against such circumstances has
been done through the facilitation of empowerment by being a motivator and facilitator for
keujruen blang in performing the functions and authority, and also to socialize Qanun No. 10 Year
2008 on Tradition Institute.

Key words: keujruen blang, functions and authority, adat institution, ganun
Abstrak

Keujruen blang merupakan salah satu lembaga adat yang terdapat dalam Qanun Nomor 10 Tahun
2008 tentang Lembaga Adat. Di daerah lain di luar Aceh, keujruen blang tersebut hampir bersamaan
dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu
menggambarkan peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan fungsi dan wewenang
keujruen blang di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara. Hasil penelitian menyatakan bahwa
fungsi dan kewenangan keujruen blang yang berjalan sekarang masih berdasarkan pengalaman saja,
belum mengenal fungsinya secara detail termasuk yang terdapat dalam qanun. Bahkan fungsi
keujruen blang dipahami hanya dalam sebatas menjaga dan pembagian air sawah. Koordinasi dan
tugas keujruen blang juga tidak jelas dengan pihak aparatur desa yang lain. Terhadap keadaan
demikian telah dilakukan pemberdayaan melalui pendampingan dengan menjadi motivator dan
fasilitator bagi keujruen blang dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, kemudian juga
melakukan sosialisasi ganun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Kata kunci : keujruen blang, fungsi dan wewenang, lembaga adat, ganun

Pendahuluan

Adat istiadat dalam kehidupan masyara-
kat Aceh, merupakan suatu hal yang masih di
junjung tinggi. Hal ini terlihat dengan masih
berfungsinya institusi-institusi adat di tingkat
gampong (penyebutan untuk desa) atau kemu-
kiman (wilayah adat yang terdiri dari beberapa
desa yang berada di bawah kecamatan, yang
diurus oleh mukim), meskipun Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan De-
sa pernah menghilangkan fungsi tersebut.

Pasal 18 B UUD 1945 menegaskan bahwa
negara mengakui dan menghormati satuan-sa-
tuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus
atau bersifat istimewa yang diatur dengan
undang-undang. Negara mengakui dan meng-
hormati kesatuan masyarakat hukum adat serta
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
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(NKRI)." Dengan kata lain, otonomi diberikan
kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pe-
merintah daerah untuk mengurus rumah tang-
ganya sendiri.’

Lahirmya Undang-undang Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang di-
sahkan pada tanggal 11 Juli 2006 adalah pe-
luang untuk menegakkan kembali hukum adat
di Aceh,’ dan keberadaan kemukiman dan gam-
pong serta lembaga adat lainnya termasuk ke-
beradaan keujruen blang telah dihidupkan
kembali. Hal ini terlihat dalam Pasal 98 UUPA
tersebut, bahwa lembaga adat berfungsi dan
berperan sebagai wahana partisipasi masyara-
kat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh
di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan
dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian,
eksistensi hukum adat telah direspon dalam
konstitusi negara®. Hukum adat juga merupakan
hukum yang sarat dengan penjunjungan nilai-
nilai tertentu.’ Falsafah yang mendasari hukum
adat mengenai tanah adalah konseptual komu-
nalistik religius, artinya hubungan antara manu-
sia pribadi dengan masyarakat selalu meng-
atasnamakan atau mendahulukan ke-pentingan
masyarakat.®

Peran dan kedudukan lembaga-lembaga
adat di Aceh sangat besar dalam membuat ke-
bijaksanaan yang berkaitan dengan pelaksana-
an pembangunan dan ketertiban dalam masya-

' Sulaiman Tripa, “Sistem Pemerintahan Mukim dan
Gampong di Aceh”, Jurnal Media Hukum, Vol. 16, No.
3 April 2011, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, him. 1.

?  Susanti, Betti, “Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
dalam Konsep Otonomi Luas Berdasarkan UU Nomor 22
Tahun 1999”7, Jurnal Legalita, Yol. 2, No. 1 2004,
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, him. 54.

} Amrizal.J. Prang dan Nanda Amalia, *“Proses
Pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh”,
Respublika: Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 12, 2007, him.
207.

*  Yanis Maladi, “Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi
Negara Pasca Amandemen”, Mimbar Hukum, Vol. 22,
No. 3, Oktober 2010 him. 454.

®  M.Syamsudin,“Beban Masyarakat Adat Menghadapi
Hukum Negara”, Jurnal Hukum, Yol. 3 No. 15 Juli 2008
him. 338 - 351.

¢ | Made Suwitra, “Konsep Komunal Religius Sebagai
Bahan Utama Dalam Pembentukan UUPA dan
Dampaknya Terhadap Penguasaan Tanah Adat Di Bali”,
Perspektif: Jurnal Ilmiah Kajian Hukum dan
Pembangunan, April 2010, him. 3.

rakat.” Hal ini terlihat dalam salah satu lemba-
ga adat keujruen blang dalam Pasal 1 angka 22
Qanun Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan bah-
wa keujreun blang adalah orang yang memim-
pin dan mengatur kegiatan di bidang usaha
persawahan. Artinya, dalam menjalankan tu-
gasnya keujruen blang yaitu membantu geuchik
(penyebutan untuk kepala desa) di bidang pe-
ngaturan dan penggunaan irigasi untuk persa-
wahan. Kemudian dalam Qanun Provinsi Nang-
groe Aceh Darussalam (NAD), Pasal 28 b Nomor
5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong,
disebutkan salah satu unsur pelaksana yaitu pe-
laksana teknis fungsional yang melaksanakan
tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan, ke-
mampuan dan kondisi sosial ekonomi dan sosial
budaya masyarakat seperti keujruen blang atau
nama lain yang mempunyai tugas dan melak-
sanakan fungsi yang berhubungan dengan ke-
giatan persawahan.

Keujruen blang dalam menjalankan fungsi
dan wewenangnya di Kecamatan Sawang, ter-
lihat banyak kendala dan tidak maksimal dalam
menjalankan fungsinya seperti yang ter-dapat
dalam ganun. Padalah melihat pentingnya pe-
ran dan kedudukan lembaga adat dalam pem-
bangunan pemerintahan gampong termasuk pe-
ran keujruen blang, maka perlu dilakukan suatu
langkah-langkah pemberdayaan yang maksimal.
Pemberdayaan kepada lembaga adat,® dapat
membantu pelaksanaan fungsi dan wewenang-
nya termasuk lembaga adat. Keujruen blang
adalah lembaga adat yang merupakan salah sa-
tu faktor pen-dukung dalam roda perekonomian
di bidang pertanian. Penggerak roda perekono-
mian pedesaan pada umumnya melalui perta-
nian. Seperti perkataan Phsysiocrat, F Quesnay,
bahwa landasan ekonomi terkuat adalah per-

7 Arif Rahman, “Peran Serta Lembaga Adat Gampong
dalam Pemantapan Kinerja FKPM di Aceh”, Jurnal
Suloh, Vol. 7, No. 3 Desember 2009, him. 269.

® Inosentius Samsu, “Pengaturan Kerangka Hukum
Anternatif Penanganan Konflik Sosial: Studi Terhadap
Upaya Pelestarian Dan Pemberdayaan Lembaga Adat
Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur”, Jurnal
Era Hukum, Vol. 1, No. 16, 2008, hlm. 227.
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tanian,’ termasuk pertanian sawah. Oleh kare-
na itu, hal ini menarik dan perlu dilakukan sua-
tu penelitian berkenaan dengan fungsi dan we-
wenang keujruen blang sebagai suatu lembaga
adat yang membantu kelancaran kegiatan per-
tanian sawah, sehingga menjadi salah satu un-
sur dalam meningkatkan produksi padi sawah.

Permasalahan

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas
maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai
berikut. Pertama, mengenai pelaksanaan fungsi
dan wewenang keujruen blang yang terdapat
dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 di Kecama-
tan Sawang; dan kedua, mengenai hambatan-
hambatan keujruen blang dalam melaksanakan
fungsi dan wewenangnya di Kecamatan Sawang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis peneli-
tian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis,
yang bertujuan untuk memperoleh gambaran
yang komprehensif tentang fungsi dan wewe-
nang keujruen blang di Kecamatan Sawang yang
dikaitkan dengan peraturan perundang-undang-
an yang berlaku dan teori-teori hukum. Pende-
katan yang digunakan dalam penelitian ini ada-
lah pendekatan yuridis normatif dan yuridis so-
siologis. Yuridis normatif dalam rangka mengka-
ji norma-norma hukum yang berkaitan dengan
fungsi dan wewenang keujruen blang. Yuridis
sosiologis di-maksudkan untuk melihat fenome-
na yang terjadi dalam masyarakat, dengan cara
mengkaji penerapan ketentuan perundang-un-
dangan yang berkaitan dengan kenyataan di la-

pangan yaitu dalam pelaksanaan pemberdayaan-

fungsi dan wewenang keujruen blang dalam
meningkatkan produksi padi.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Fungsi dan Wewenang Keujruen
Blang dalam Meningkatkan Produksi Padi di
Kecamatan Sawang

*  Sediono, M.P. Tjokronegoro, “Pengelolaan Sumber Daya
Agraria: Kelembagaan Dan Reforma Agraria”, Jurnal
Analisis Sosial, Vol. 2, No. 6, Juli 2001, him. 3.

Lembaga adat yang berkembang dalam
kehidupan masyarakat Aceh mempunyai peran-
an penting dalam membina nilai-nilai budaya,
norma-norma adat dan aturan untuk mewujud-
kan keamanan, ketertiban, ketentraman, keru-
kunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh
sesuai dengan nilai Islami. Lembaga adat ber-
fungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat
dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh.
Dalam UUPA, juga mengakui lembaga adat dan
perangkat desa lainnya yang dulu pernah ber-
laku di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *°

Susunan lembaga adat di Kecamatan
Sawang dalam skema di bawah ini:

Imum Mukim —|

Keujruen Chik
(Keujruen = Imum Chik l
Kecamatan)

:

]

: Y

' Geuchik

'

1

L]

L} ‘r

Bk 3 g

Keujruen Tuha Peut Tuha Imum
Blang Lapan meunasa
Gampong

Berdasarkan skema tersebut dapat di-
uraikan bahwa, imum mukim merupakan lem-
baga tertinggi di bawah camat, setelah imum
mukim ada imum chik yaitu imam di mesjid
tingkat mukim, kemudian ada keujruen chik di
bawah kecamatan, setelah itu ada geuchik dan
yang memimpin gampong, di dalam gampong
terdapat lembaga adat seperti tuha peut (se-
butan untuk tokoh empat di desa) yang meru-
pakan badan penasehat dalam gampong yang
merupakan perwakilan dari beberapa unsur
dalam gampong, tuha lapan (tokoh desa yang
terdiri dari delapan orang) membantu geuchik
dalam menjalankan tugasnya, imum meunasah
(pemimpin di surau desa) membantu geuchik
dalam bidang agama dan keujruen blang mem-

'® Manfarisyah, “Identifikasi Sistem Penyelesaian Sengketa
Dalam Masyarakat Aceh”, Jurnal Pasai, Vol. 2, No. 2,
November 2008, him. 552.
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bantu geuchik dalam bidang sawah bagi daerah
yang memiliki sawah.

Susunan keujruen blang dalam peneli-
tian ini, yang dilakukan di Kecamatan Sawang
dapat dilihat dalam skema di bawah ini. Ber-
dasarkan skema di atas dapat dijelaskan bah-
wa, keujruen chik merupakan keujreun terting-
gi karena berada di tingkat Kecamatan Sawang,
kemudian baru keujruen gampong. oleh karena

Keujruen Chik
Keujruen
Kecamatan

Keujruen Keujruen Keujruen Keujruen
Gampong Gampong Gampong Gampong

Blang Juroaang Babah Lancok
Teurakan (Keujruen Krueng (Keujruen
(Keujruen Muda) (Keujruen Muda)

Muda) Muda)
Keujruen Keujruen Keujruen Keujruen

Petak Petak 1 Petak 2 Petak

wilayah penelitian ini ada di empat gampong,
maka di dalam Gampong Blang Teurakan terda-
pat dua orang keujruen yaitu satu orang keuj-
ruen gampong (keujruen muda) dan orang keuj-
ruen petak. Di Gampong Jurong terdapat tiga
orang keujruen, yaitu satu orang keujruen gam-
pong, satu orang keujruen petak satu dan satu
orang keujruen petak dua. Di Gampong Babah
Krueng hanya terdapat satu orang keujruen
blang gampong (keujruen muda). Di Gampong
Lancok terdapat dua orang keujruen yaitu satu
orang keujruen gampong (keujruen muda) dan
satu orang keujruen petak.

Kedudukan keujruen blang sebagai salah
satu lembaga adat gampong yang ikut memban-
tu geuchik dalam pengelolaan air di sawah."
Berkenaan dengan tugas keujruen blang dalam
Pasal 25 Qanun Nomor 10 Tahun 2008, dinyata-

" M Zuhri, “Kedudukan Lembaga Adat Keujruen Blang
dalam Sistem Pemerintahan Desa di Aceh”, Jurnal
Kanun,Vol. 11, No. 29, 2001, him. 1.

kan bahwa tugas keujruen blang adalah sebagai
berikut. Pertama, menentukan dan mengkoor-
dinasi tata cara turun ke sawah; kedua, meng-
atur pembagian air ke sawah petani; ketiga,
membantu pemerintah dalam bidang pertanian;
keempat, mengkoordinasikan khanduri blang
atau upacara lainnya yang berkaitan dengan
adat dalam usaha pertanian sawah; kelima,
memberi teguran dan sanksi kepada petani
yang melanggar aturan-aturan adat meugoe
(bersawah) atau tidak melaksanakan kewajib-
an lain dalam sistem pelaksanaan pertanian
sawah secara adat; dan keenam, menyelesaikan
sengketa antar petani yang berkaitan dengan
pelaksanaan usaha pertanian sawah.

Berkaitan dengan tugas keujruen blang
dalam penentuan dan koordinasi tata cara tu-
run ke sawah, di Kecamatan Sawang ter-dapat
keujruen blang kecamatan (disebut dengan ke-
ujruen chik) yang bertugas menentukan pelak-
sanaan turun ke sawah di tingkat kecamatan,
dengan mengadakan rapat koordinasi dengan
semua geuchik, imum mukim, keujreun blang
gampong, para unsur muspika dan para penyu-
luh pertanian dan mantri tani Kecamatan Sa-
wang. Dalam rapat ini dibahas hari mulai turun
ke sawah, hari khanduri blang, masalah peng-
airan (irigasi), masalah bibit, obat-obatan dan
pupuk, termasuk jika ada program bantuan un-
tuk petani sawah. Tujuan diadakan rapat koor-
dinasi dengan semua pihak terkait di atas
adalah untuk menentukan hari turun ke sawah
bagi semua gampong yang ada di Kecamatan
Sawang. Kemudian keujruen blang meng-koor-
dinasi para petani sawah untuk gotong royong
dalam membersihkan saluran air. Jika ada pe-
tani yang tidak melakukan maka akan diganti-
kan oleh keujruen blang, namun petani terse-
but harus membayar uang kepada keujruen
blang yang menggantikan petani tersebut. "

Kemudian tugas keujruen blang untuk
mengatur pembagian air ke sawah petani. Ke-
camatan Sawang sebagai daerah penghasil padi

2 Zainal Abidin, Keujruen Blang Petak 1 Gampong Jurong,
Wawancara Jum’at Tanggal 24 Juni 2011.
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di Kabupaten Aceh Utara tidak terlepas dari ke-
beradaan sumber mata air yaitu Singke Keume-
ude Krueng Sawang, daerah irigasi Sawang da-
lam pemanfaatan air irigasi secara tepat guna
dan berhasil guna untuk memenuhi kebutuhan
air pertanian, dengan memperhatikan unsur
pemerataan diantara sesama petani. Sebagai
daerah yang sebagian besar penduduknya ber-
mata pencaharian sebagai petani, maka potensi
sumber daya alam menjadi amat penting dalam
proses kehidupan. Salah satu sumber daya alam
dimaksud adalah sumber mata air." Di Kecama-
tan Sawang, keberadaan sengke kemude juga
tidak terlepas dari peran keujreun blang. Peng-
aturan irigasi termasuk di dalamnya penutupan
pintu air pada saat malam dan siang hari untuk
se-bagian persawahan. Hal ini dilakukan dengan
tujuan agar mendapatkan pemerataan air ke
seluruh areal persawahan. Pengaturan irigasi
sangat berdampak terhadap pertumbuhan per-
ekonomian dalam pertanian." Ketersedia air
menjadi' sumber potensial bagi sawah sehingga
perlu pengelolaan pengairan dalam mendistri-
busikan air dengan adil dan merata." Inilah sa-
lah satu peran penting daripada keberadaan ke-
ujruen blang dalam bidang pertanian.

Daerah kerja Perkumpulan Keujruen
Blang Singke Keumude Krueng Sawang (di dae-
rah lain di luar Aceh, perkumpulan ini dikenal
dengan nama Perkumpulan Petani Pengumpul
Air/P3A) adalah petak tersier daerah irigasi Sa-
wang, meliputi 4 (empat) gampong, yang terdi-
ri dari Gampong Sawang, Gampong Blang Teu-
rakan, Gampong Jurong dan Gampong Babah
Krueng, sedangkan khusus untuk Gampong Lan-
cok, hanya sebagian kecil yang menggunakan
irigasi, selebihnya meng-gunakan sistem pom-

" Ade Saptono, “Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam
Antar Pemerintah Daerah Dan Implikasi Hukumnya”,
Jumal llmu Hukum, Yol. 9, No. 2, September 2006,
him. 134,

" Jamaluddin & Faisal, “Pemberdayaan Kepala
Persekutuan Masyarakat Hukum Adat dalam Menggali
dan Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam di
Kabupatean Aceh Utara”, Jurnal Equality, Yol. 12, No.
2, Agustus 2007, him.142.

" Benny Rachman, Effendi Passandaran, Ketut Kariyasa,
“Kelembagaan Irigasi dalam Perspektif Otonomi
Daerah”, Jurnal Litbang Pertanian, Vol. 21, No.
3,Tahun 2002, him. 1.

panisasi. Perawatan dan penjaga pompanisasi
air dilakukan oleh keujruen blang gampong de-
ngan dibantu oleh aneuk keujruen. Pendelaga-
sian kewenangan keujruen blang dalam penge-
lolaan air sangat menentukan dalam proses
pertanian sawah. Dapat dilihat perbandingan-
nya, di daerah irigasi Mendut Kabupaten Sema-
rang, pem-berian kewenangan dan pemberda-
yaan masyarakat dalam pengelolaan jaringan
irigasi dilakukan dengan mengelola jaringan
tersier yang bersinggungan langsung dengan ke-
pentingan petani yang diakomodasikan melalui
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)." Ini sa-
lah satu pola pengelolaan air dalam pertanian
sawah.

Tugas keujruen blang pula dalam meng-
koordinasikan khanduri blang atau upacara
lainnya yang berkaitan dengan adat dalam usa-
ha pertanian sawah. Khanduri blang merupa-
kan tradisi adat Aceh yang biasa dilakukan ma-
syarakat Aceh disetiap gampong secara turun
temurun yang diwariskan nenek moyang. Ritual
ini sampai sekarang masih dilakukan oleh ma-
syarakat Aceh. Tujuan ritual adat khanduri
blang ini adalah sebagai rasa syukur terhadap
hasil panen yang melimpah yang di-berikan
oleh Allah SWT. Dalam khanduri blang ini diba-
ca do’a dan zikir yang dipimpin oleh tengku
imum gampong, meminta kepada Allah SWT
agar diberikan rahmat dan rezeki dan tanaman
padi yang nanti ditanami terbebas dari hama
dan berbagai penyakit. Setelah berdo’a selesai
baru dilanjutkan dengan makan bersama maka-
nan yang sudah dimasak bersama-sama oleh
masyarakat gampong. '’

Khanduri blang turun ke sawah dilaku-
kan setelah adanya koordinasi dengan semua
unsur terkait. Setelah melakukan rapat dan pe-
nentuan turun ke sawah ditetapkan, maka ke-
ujruen blang gampong mengajak petani meng-
adakan kenduri blang di gampong masing-ma-

' Dhoni Sutrisno, “Pemberdayaan Masyarakat dan Upay=
Peningkatannya dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi
Mendut  Kabupaten Semarang”, Jurnal Litbang
Pertanian, Yol. 2, No. 3, 2002, him. 4.

" Zainuddin Ishak, Geuchik Gampong Jurong, Wawancara
Jum’at Tanggal 7 Juni 2011.
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sing sesuai deirgan yang ditetapkan. Dalam aca-
ra khanduri blang tersebut juga diumumkan
hari gotong royong saluran air di gampong oleh
para petani sawah dan hari turun ke sawah. Se-
mua petani yang akan turun sawah diwajibkan
untuk melakukan khanduri blang, apabila tidak
melaksanakan khanduri tersebut, maka akan di-
beri sanksi berdasarkan rapat gampong, biasa-
nya harus menyumbang 2 (dua) ekor ayam dan
uang sebesar Rn. 50.000,- (lima puluh ribu ru-
piah)."®

Pelanggaran larangan ketentuan adat
yang telah ditetapkan oleh keujruen blang pada
waktu khanduri blang misalnya larangan selama
7 (tujuh) hari terhitung dari setelah khanduri
blang dilarang untuk bube (bubu) ke sawah, ka-
rena dikhawatirkan dapat merusak pembatas
sawah yang baru dibangun. Kemudian masih da-
lam jangka waktu 7 (tujuh) hari dilarang untuk
menjemur padi, menumbuk padi, karena secara
kepercayaan adat yang telah diyakini kebenar-
annya, bila ketentuan tersebut dilanggar hasil
panen nantinya akan mengalami kerugian.'®

Keujruen blang juga berwenang membe-
ri teguran atau sanksi kepada petani yang me-
langgar aturan-aturan adat meugoe (bersawah)
atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam
sistem pelaksanaan pertanian sawah secara
adat. Pelanggaran terhadap ketentuan yang su-
dah disepakati dalam rapat koordinasi yang di-
adakan di kecamatan dengan semua pihak-pi-
hak terkait, akan dikenakan sanksi.

Bentuk-bentuk pelanggaran yang dikena-
kan sanksi adalah sebagai berikut. Pertama,
turun ke sawah tidak sesuai dengan waktu yang
telah ditetapkan; kedua, pengambilan air yang
tidak sah dikenakan sanksi berdasarkan hasil
keputusan rapat anggota keujruen blang Sing-
ke Keumude Krueng Sawang; ketiga, pengrusa-
kan jaringan air dikenakan sanksi memperbaiki
kembali seperti semula; keempat, pengrusakan

" Murdani Syam, Geuchik Gampong Blang Teurakan,
Wawancara Sabtu Tanggal 25 Juni 2011.

" Amita,”Eksistensi Lembaga Keujruen Blang Dalam
Kehidupan Masyarakat Aceh Berdasarkan Hukum Adat”,
Jurnal Suloh, Yol. 3, No. 3, Desember 2005, him. 288.

jaringan air karena hewan maka sanksi mem-
perbaikinya dikenakan pada pemilik hewan
atau kuasanya; dan kelima, pengambilan air
yang tidak sah dikenakan denda Rp. 10.000.
Terhadap pelanggaran tersebut maka dapat di-
kenakan sanksi yang diberikan oleh keujruen
blang terhadap petani yang melanggar aturan,
dapat berupa: denda (berupa uang/padi/gabah
kering) dan kerja bakti membersihkan saluran
irigasi.

Keujruen blang juga mempunyai tugas
dalam menyelesaikan sengketa antar petani
yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha per-
tanian sawah. Misalnya perkelahian masalah
pencurian air di sawah, sanksi yang diberikan
oleh keujruen blang berdasarkan hasil rapat
gampong, dapat berupa buat kue talam (kue
apam) sebanyak 1000 (seribu) buah, kalau per-
kelahian sampai membawa senjata tajam se-
perti rencong atau parang, sanksi yang dibe-
rikan keujruen blang adalah potong kambing
(tergantung besar kecilnya perkelahian) yang
terjadi.”® Dalam sejarah Aceh diketahui bahwa
konflik yang terjadi dalam komunitas masyara-
kat gampong, baik yang bersifat individual, an-
tar individu maupun antar ke-lompok diselesai-
kan dengan bingkai adat dan agama.?'

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamat-
an Sawang, fungsi dan wewenang keujruen
blang yang telah berjalan hanya berdasarkan
kebiasaan atau pengalaman keujruen terdahu-
lu, bukan berpedoman pada aturan tertulis da-
lam ganun lembaga adat. Sehingga fungsi keu-
Jjruen blang di Kecamatan Sawang hanya berada
dalam peringkat menjaga air dan mengurus
khanduri dan turun sawah, sedangkan dalam
penyelesaian sengketa, masih berada dalam
koordinasi geuchik. Hal ini dengan pertimbang-
an keujruen blang berada di bawah kewenang-
an geuchik.

® Zainal Abidin, Keujruen Blang Gampong Juomg
Wawancara Sabtu Tanggal 25 Juni 2011.

¥ Syahrizal & Agustina Arida, “Pola Pemysiessian Sonilik
dalam Tradisi Gampong Ac=R™, i
Seumike, Edisi Il, 2006, him. 5.
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Jika melihat kepada teori kewenangan
dan kekuasaan dari Max Weber bahwa konsep
tentang kewenangan tidak dapat dilepaskan da-
ri konsep kekuasaan, karena kewenangan tim-
bul dari kekuasaan yang sah. Kekuasaan dalam
birokrasi pemerintah selama ini dipergunakan
sangat sentralistik dan eksesif. Dalam hirarki
versi Weber, adanya pembagian kerja yang je-
las dan hierarki kewenangan yang jelas. Sebuah
struktur multi tingkat yang formal, dengan po-
sisi hierarki atau jabatan, yang memastikan
bahwa setiap jabatan yang lebih rendah ber-
ada di bawah supervisi dan kontrol dari yang le-
bih tinggi. Dengan wewenang yang makin me-
ningkat saat bergerak ke tingkat atas organi-
sasi. Kewenangan terletak pada posisi, bukan
pada orang-orang yang menduduki posisi terse-
but. Seleksi para anggota didasarkan atas kuali-
fikasi mereka, bukan pada siapa yang mereka
kenal. Persyaratan tentang posisi menentukan
siapa yang dipekerjakan dan dalam posisi yang
mana. Prestasi adalah kriteria bagi promosi.
Keterkaitan terhadap organisasi dimaksimalkan
dan konflik ke-pentingan dihilangkan dengan
cara memberikan pekerjaan seumur hidup (life
time employment) dan dengan memisahkan pe-
ran anggota di luar pekerjaan dari yang di-isya-
ratkan untuk memenuhi tanggung jawab organi-
sasi.

Jika menelaah dalam pemilihan keujruen
blang, akan dilihat figur keujreun blang berasal
dari petani yang tekun dan disiplin, berpengala-
man dalam bidang kemasyarakatan, menguasai
hukum adat pertanian, memahami keuneunong
(keadaan yang dipengaruhi hidrologis wilayah)
Keuneunong dalam perspektif persawahan, me-
nurut Hurgronje dalam Sulaiman Tripa, berarti
keadaan cuaca yang melekat pada setiap bulan
masehi, diberi bayangan bahwa musim-musim
di Aceh ditentukan menurut kala dan bulan di
langit. Pertemuan itulah yang dinamakan keu-

%Y. Warella, “Public Bureaucracy: Ethics And Reform”,
Dialogue Jurnal ltlmu Administrasi dan Kebijakan Publik,
Vol. 5, No. 1, Januari 2008, him. 2.

nong (mengenai atau menyentuh), dan masya-
rakat Aceh menemukan semacam pedoman da-
lam jumlah hari yang selalu memisahkan bulan
baru dari keunong yang selanjutnya, atau de-
ngan kata lain (oleh sebab bulan Islam mulai
dengan bulan baru) dalam hari terjadinya keu-
nenong.”

Berdasarkan konsep Weber, kewenangan
keujruen blang dalam melaksanakan tugasnya
memang sangat kecil dalam lembaga gampong
lainnya. Dalam hal ini kita lihat posisi keujruen
blang yang dipilih oleh masyarakat dan berada
di bawah kewenangan geuchik, sehingga, we-
wenang dan kekuasaan keujreun blang hanya
terbatas pada pengoperasian dan pembagian
tali air dan memimpin khanduri blang. Ha! ini
juga tercermin dalam hirarki kelembagaan dari
lembaga adat di Aceh, khususnya dibidang per-
tanian keujruen blang berada dalam hirarki
paling bawah setelah geuchik. Kemudian, da-
lam hal pengambilan keputusan, wewenang ke-
ujruen blang juga sangat terbatas melihat se-
makin kecil kewenangan maka semakin kecil
pula kekuatan dari putusan. Dalam kaitan ini,
menurut Philipus M. Hadjon, ada dua cara
kewenangan dalam membuat keputusan yaitu
dengan atribusi atau dengan delegasi. Hal ini
bermakna bahwa keputusan yang dibuat oleh
keujruen blang, meskipun dipilih oleh masyara-
kat akan tetapi berada di bawah geuchik, maka
merupakan pendelegasian wewenang dari geu-
chik.” Keputusan diartikan secara umum seba-
gai kewenangan®, jadi kewenangan sangat me-
nentukan kekuatan keputusan termasuk dalam
kewenangan keujruen blang dalam membuat
keputusan. Sehingga dapat dilihat, di Kecamat-
an Sawang, kewenangan keujruen blang pun

¥ Sulaiman Tripa, 27 Maret 2007, “Adat dan Hukum Di
Aceh, Pembagian Peran Lewat Lembaga Adat
Gampong”, tersedia di website http://lidahtinta.word-
press.com/adat-dan-hukum-di-aceh, diakses tanggal 23
November 2011.

 philipus M. Hadjon, 2001, Pengantar  Hukum
Administrasi Indonesia, Cetakan ketujuh, Yogyakarta:
Gadjah MadaUniversity Press, him. 130.

® lrawan Soerodjo,”Kepastian Hukum Pendaftaran Hak
Atas Tanah Menurut PP No. 24 Tahun 1997”, Jurnal
Yustika, Vol. 7, No. I, Desember 2004, him. 269.
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semakin kecil terbatas dalam penjaga air, ka-
rena posisi geuchik dan aparat gampong lain
juga ikut serta dalam permasalahan sawah. Ke-
putusan-keputusan yang dibuat oleh keujruen
blang juga dilakukan dalam musyawarah, jadi
sistem demokrasi dalam hukum adat juga sa-
ngat kental terlihat dalam pengambilan kepu-
tusan untuk pertanian sawah.

Berkait dengan permasalahan belum
maksimalnya pelaksanaan fungsi dan wewe-
nang keujruen blang secara individu, disebab-
kan karena tidak pernah mengetahui dan diper-
kenalkan dengan ganun lembaga adat yang me-
ngatur tugas dan fungsi semua lembaga adat
yang ada di Aceh, sehingga, ada perbedaan pe-
nafsiran oleh keujruen blang, mengenai arti
atau makna ganun. Oleh itu, keujruen blang ti-
dak mengetahui secara langsung bagaimana se-
benarnya fungsi dan wewenang mereka yang
seharusnya atau secara lengkap dan rinci seper-
ti yang terdapat dalam ganun tentang lembaga
.adat. Tentang keujruen blang yang tidak me-
ngetahui dan mengerti fungsi dan wewenang
yang tertulis dalam ganun juga, telah menye-
babkan pelaksanaan fungsi dan wewenang ter-
sebut tidak dijalankan secara maksimal.

Pada saat ini, arti qanun yang sebenar-
nya merupakan nama lain dari Peraturan Dae-
rah “plus” (Perda), atau lebih tepatnya Pera-
turan Daerah yang menjadi peraturan pelak-
sanaan langsung untuk undang-undang (dalam
rangka otonomi khusus di Propinsi Nanggroe
Aceh Darussalam). Berkaitan dengan perbedaan
penafsiran terhadap arti qanun ini telah dilaku-
kan pengarahan, sosialisasi dan memperkenal-
kan arti ganun dan isi ganun Nomor 10 Tahun
2008 tentang Lembaga Adat kepada keujruen
blang.

Hambatan Pelaksanaan Fungsi dan Wewenang
Keujruen Blang di Kecamatan Sawang
Pelaksanaan fungsi dan wewenang keu-
jruen blang di Kecamatan Sawang dalam me-
laksanakan ada beberapa hambatan yang dite-

mui. Keujruen blang melaksanakan . tugasnya
berdasarkan pengalaman atau kebiasaan yang
sudah berlangsung secara turun temurun yang
dilakukan oleh keujruen blang dari zaman da-
hulu. Kemudian juga terlihat, keujruen blang
tidak pernah membaca ganun tentang lembaga
adat, hanya mendengarkan saja dalam rapat
koordinasi di kecamatan. Ketidaktahuan keu-
jruen blang tentang fungsi dan wewenangnya
yang terdapat dalam ganun lembaga adat, ini
merupakan salah satu hambatan dalam melak-
sanakan fungsi dan wewenangnya secara ter-
atur, iengkap dan rinci, hal ini disebabkan ka-
rena tidak diperkenalkan atau tidak disosiali-
sasi oleh pihak pemerintah baik di tingkat ke-
camatan maupun tingkat geuchik.

Akibat dari tidak diketahui isi ganun ten-
tang lembaga adat, menyebabkan keujruen
blang tidak mengetahui tugas dan fungsinya
secara rinci sehingga keujruen blang dianggab
tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya.
Dan semua hal ini akan menimbulkan kendala-
kendala yang lainnya dalam pelaksanaan fungsi
dan wewenang keujruen blang. Bahkan sebagi-
an keujruen blang ada yang tidak bisa memba-
ca dan menulis. Bagi mereka tidak menjadi sua-
tu pemasalahan, karena mereka menganggap
bahwa hal tersebut tidak ada hubungannya
dengan permasalahan pertanian sawah. Keada-
an inilah yang perlu dibenahi dan dilakukan
suatu penguatan program pemberdayaan oleh
pihak yang terkait. Dalam hal pemilihan keuj-
ruen blang, juga cenderung memilih kepada
orangnya sudah tua-tua, berpendidikan ren-
dah,? ditambah lagi dengan mereka tidak me-
ngetahui secara rinci tugas dan wewenangnya
yang tercantum dalam ganun. Keadaan ini me-
rupakan hambatan dalam pelaksanaan fungsi
dan wewenangnya, karena mereka tidak mem-
punyai pedoman yang tertulis mengenai hak
dan kewajibannya. Walaupun pelaksanaan fung-
si dan wewenang keujruen blang secara pe-

¥ M. Nasir, Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Sawang,
Wawancara Selasa Tanggal 21 Juni 2011.



376 Jumal Dinamika Hukum
Vol. 12 No. 2 Mei 2012

ngalaman atau kebiasaan, dianggap sudah ba-
gus dan tidak melanggar ketentuan yang ter-
dapat dalam ganun.

Hambatan berikutnya juga kurangnya
koordinasi antara sesama keujruen blang gam-
pong dalam pelaksanaan tugasnya, mereka be-
kerja sendiri-sendiri, kecuali pada waktu turun
ke sawah pertama kali, itu dilakukan secara
bersama-sama. Dalam hal keujruen chik ber-
tugas menjaga pengairan di kecamatan dan
berkoordinasi dengan keujruen gampong, se-
dangkan masalah air di gampong masing-masing
diurus oleh keujruen blang gampong. Keujruen
blang gampong berkoordinasi dengan keujruen
chik kecamatan apa-bila ada kerusakan berat
pada irigasi, akan tetapi hal ini pun jarang dila-
kukan kecuali kalau ada kerusakan irigasi.?’

Masalah pendapatan atau upah bagi keu-
Jjruen blang, dalam Pasal 5 Qanun Nomor 10 Ta-
hun 2010 tentang Lembaga Adat, disebutkan
bahwa setiap lembaga adat berhak atas penda-
patan yang bentuk dan besarnya disepakati ber-
dasarkan musyawarah masyarakat adat. Keuj-
ruen blang dalam melaksanakan tugasnya ti-
daklah digaji, tapi setelah panen keujruen
blang berhak mendapatkan bagian dari hasil pa-
nen tersebut, berdasarkan pemberian sukarela
dari petani yang sawahnya dialirkan air oleh ke-
ujruen blang. Bagian yang diberikan kepada ke-
ujruen blang itu disebut dengan brueh umeng
(upah dari pengelolaan air di sawah). Seharus-
nya brueh umeng pemberian dari petani di-
kumpulkan di meunasah, kemudian teungku
imum meunasah dan geuchik akan membagi-
nya. Sebagian diambil untuk kas meunasah yang
akan dikelola untuk kemakmuran dan pemba-
ngunan meunasah, sebagian lagi diserahkan ke-
pada keujruen blang sebagai imbalan mengatur
urusan pengairan air untuk sawah petani.

Namun, di Kecamatan Sawang hasil pa-
nen petani tidak dikumpulkan di meunasah dan
tidak dibagikan oleh teungku imum dan geu-

7 M. Saleh Bolang, Keujruen Kecamatan Sawang, Wawan-
cara Kamis Tanggal 16 Juni 2011.

chik, tapi keujruen blang harus mengambil sen-
diri kepada petani sebagai bagian imbalan pe-
kerjaan mengalirkan air ke sawah-sawah peta-
ni.”® Hal ini menunjukkan bahwa cara pembe-
rian imbalan kepada keujruen blang tidak se-
suai dengan ketentuan yang terdapat dalam ga-
nun lembaga adat, yang menegaskan bahwa
setiap lembaga adat berhak atas pendapatan
yang bentuk dan besarnya disepakati berdasar-
kan musyawarah masyarakat adat.

Tidak dibagikan hasil panen kepada keu-
jruen blang oleh teungku imum dan geuchik,
menunjukan bahwa pimpinan gampong kurang
peduli terhadap imbalan keujruen blang, seba-
gai salah satu lembaga adat yang bertugas di
bidang persawahan. Tidak terjaminnya biaya
atau imbalan bagi keujruen blang dalam men-
jalankan fungsi dan wewenangnya, merupakan
salah satu hambatan bagi keujruen blang dalam
me-laksanakan fungsi dan wewenangnya secara
maksimal.

Terhadap hambatan tersebut, telah di-
upayakan dengan memperkenalkan ganun lem-
baga adat kepada keujruen blang dengan cara
mensosialisasikan fungsi dan wewenang keujru-
en blang seperti yang diatur dalam Qanun No-
mor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Ke-
mudian juga, dilakukan pendampingan dengan
memberikan solusi terhadap pendapatan keuj-
ruen blang, bahwa dibuatkan suatu kas anggar-
an dalam tiap gampong dan kecamatan yang
mengelola hasil dari pemberian petani untuk
jatah air. Secara keseluruhan, terhadap ham-
batan yang ada dalam pelaksanaan fungsi dan
wewenang keujruen blang telah dilakukan so-
sialisasi ganun dan telah dilakukan pendampi-
ngan sebagai motivator dan fasilitator bagi keu-
jruen blang dalam melaksanakan tugasnya.

Penutup
Berdasarkan uraian dalam pembahasan,
maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Per-

*  Zainal Abidin, Keujruen Blang Irigasi | Kecamatan
Sawang, Wawancara Selasa Tanggal 14 Juni 2011.
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tama, Pelaksanaan fungsi dan wewenang i'euj-
ruen blang dalam meningkatkan padi di Keca-
matan Sawang hanya berdasarkan kebiasaan
atau pengalaman keujruen blang terdahulu, ku-
rang sesuai dengan aturan Qanun Nomor 10 Ta-
hun 2008 tentang Lembaga Adat. Dalam hal ini,
telah dilakukan pemberdayaan melalui pen-
dampingan dengan menjadi motivator dan
fasilitator bagi keujruen blang dalam melak-
sanakan fungsi dan wewenangnya; kedua, ham-
batan-hambatan yang terdapat dalam pelaksa-
naan fungsi dan wewenang keujruen blang ya-
itu tingkat pengetahuan keujruen blang, sistem
koordinasi keujruen blang dan tata kelola upah
atau pemberian imbalan kepada keujruen
blang. Terhadap hambatan-hambatan tersebut,
sudah difasilitasi untuk dapat melakukan koor-
disasi sesama keujruen blang termasuk dengan
instansi terkait, termasuk dalam pengelolaan
dan pembagian upah keujruen blang. Berkaitan
dengan pengetahuan keujruen blang juga telah
dilakukan sosialisasi Qanun Nomor 10 Tahun
2008 tentang Lembaga Adat.

Daftar Pustaka

Arnita. "Eksistensi Lembaga Keujruen Blang da-
lam Kehidupan Masyarakat Aceh Berda-
sarkan Hukum Adat”. Jurnal Suloh. Vol. 3
No. 3 Desember 2005;

Hadjon, Philipus M. 2001. Pengantar Hukum Ad-
ministrasi Indonesia. Cetakan ketujuh.
Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press;

Jamaluddin & Faisal. “Pemberdayaan Kepala
Persekutuan Masyarakat Hukum Adat da-
lam Menggali dan Mengembangkan Poten-
si Sumber Daya Alam di Kabupaten Aceh
Utara”. Jurnal Equality. Vol. 12 No. 2
Agustus 2007;

Maladi, Yanis. “Eksistensi Hukum Adat dalam
Konstitusi Negara Pasca Amandemen”,
Jurnal Mimbar Hukum, Yol. 22 No. 3 Ok-
tober 2010;

Manfarisyah. “Identifikasi Sistem Penyelesaian
Sengketa dalam Masyarakat Aceh”. Jurnal
Pasai. Vol. 2 No. 2 November 2008;

Prang, Amrizal J. dan Nanda Amalia. “Proses
Pembentukan Undang-Undang Pemerin-
tahan Aceh”. Jurnal Hukum Respublika,
Vol. 6 No. 12 2007;

Rachman, Benny; Effendi Passandaran dan
Ketut Kariyasa, “Kelembagaan Irigasi da-
lam Perspektif Otonomi Daerah”. Jurnal
Litbang Pertanian, Vol. 21 No. 3 Tahun
2002;

Rahman, Arif. “Peran Serta Lembaga Adat
Gampong dalam Pemantapan Kinerja FK-
PM di Aceh”. Jurnal Suloh, Vol. 7 No. 3
Desember 2009;

Samsu, Inosentius. “Pengaturan Kerangka Hu-
kum Anternatif Penanganan Konflik So-
sial: Studi Terhadap Upaya Pelestarian
dan Pemberdayaan Lembaga Adat Kabu-
paten Belu Provinsi Nusa Tenggara Ti-
mur”. Jurnal Era Hukum, Vol. 1 No. 16
2008;

Saptono, Ade. “Pengelolaan Konflik Sumber Da-
ya Alam Antar Pemerintah Daerah Dan
Implikasi Hukumnya”. Jurnal llmu Hu-
kum, Vol. 9 No. 2 September 2006;

Sediono, M.P. Tjokronegoro. “Pengelolaan Sum-
ber Daya Agraria: Kelembagaan dan Re-
forma Agraria”, Jurnal Analisis Sosial,
Yol. 2 No. 6 Juli 2001;

Soerodjo, Irawan. "Kepastian Hukum Pendaf-
taran Hak Atas Tanah Menurut PP No. 24
Tahun 1997”. Jurnal Yustika, Vol. 7 No. Il
Desember 2004;

Susanti, Betti. “Kewenangan Daerah Kabupa-
ten/Kota dalam Konsep Otonomi Luas
Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999”.
Jurnal Legalita, Vol. 2 No.1 2004 Sekolah
Tinggi Ilmu Hukum Painan;

Sutrisno, Dhoni. “Pemberdayaan Masyarakat
dan Upaya Peningkatannya dalam Penge-
lolaan Jaringan Irigasi Mendut Kabupaten
Semarang”. Jurnal Litbang Pertanian,
Vol. 2 No. 3 2002;

Suwitra, | Made. “Konsep Komunal Religius se-
bagai Bahan Utama Dalam Pembentukan
UUPA dan Dampaknya Terhadap Pengu-
asaan Tanah Adat Di Bali”. Perspektif:
Jurnal Ilmiah Kajian Hukum dan Pem-
bangunan, April 2010;

Syahrizal & Agustina Arida. “Pola Penyelesaian
Konflik dalam Tradisi Masyarakat Gam-
pong Aceh”. Jurnal Seumike, Edisi Il
Tahun 2006;



